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	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PUSAT INFORMASI PENGAWASAN

Jalan  Pramuka Nomor  33  Lantai 7, Jakarta 13120

TeTelepon: (021) 85910031 (Hunting), Faksimile (021) 85910208 eMail: pusinfowas@bpkp.go.id, situs: www.bpkp.go.id


Kepada Yth :

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Di_

      Jakarta


Sehubungan dengan telah diberlakukannya Kode Etik Guru per 01 Januari 2013, Saya sebagai orang tua murid berkewajiban melaporkan permasalahan yang ada  pada Sekolah Dasar Negeri  011 RSBI Pondok Labu, khususnya Kelas IV.a  dengan nama Guru/Wali Kelas IV a :

1. Nama  Guru :  Ibu Arini

2. Nama Orang Tua Murid/Wakil Orang Tua murid di Komite Sekolah: Ibu Susianti

Adapun pelanggaran Kode Etik  yang terjadi adalah sbb :

1. Terdapat pelanggran kode Etik Guru  pasal 6 hubungan Guru dengan peserta Didik : Misalnya ; pada saat jam pelajaran berdasarkan laporan dari anak saya , melakukan perbuatan sangat tidak pantas, yaitu menceritakan masalah keluarganya yang tidak harmonis dengan menjelek-jelekan suaminya sendiri.

2. Terdapat pelanggaran kode Etik pasal 6 Hubungan antara guru dengan Orang tua Murid.

Pada saat jam mengajar dan pada saat diadakan Ulangan harian maupun UTS/UAS, Ibu Susianti masuk kedalam kelas, melakukan koreksi/penilaian berkas ulangan/ujian .

3. Ibu Susanti diikutkan/diminta atau tidak diminta untuk mengisi dafta nilai kedalam rapor , ada indikasi memanipulasi nilai murid agar anaknya menjadi juara, karena ada murid yang nilai rapor untuk mata pelajaran yang dikurangi nilainya, terutama anak saya setelah diprotes baru dilakukan perbaikan nilai  dan dalam Semester I  pada saat pembagian rapor khusus untuk kelas IV a tidak diumumkan peringkat/ranking. 

4. Ada pemberian gratifikasi yang diberikan Ibu Susianti kepada beberapa Guru, terutama Ibu Arini, berupa hadiah barang  misalnya Jam tangan, souvenir dari negara tertentu dlsb.

5. Ada informasi berupa keinginan Ibu Guru Arini akan mengajar di Kelas V untuk Tahun Ajaran 2013-2014, mengikuti anak Ibu Susianti .

6. Komite Sekolah dibentuk tanpa ada rapat orang Tua Murid dan pungutan Biaya sebesar Rp 200.000,00 per  murid tanpa ada persetujuan dan rapat Orang Tua Murid

Sebelumnya saya sudah melaporkan ke Web Pemda DKI dan sudah menelpon kepada Kepala Sekolah, namun  belum ada tindak lanjutnya

 

Demikian laporan ini saya buat , agar segera ditindaklanjuti untuk kepentingan anak didik dan Penegakan Proesional Guru di Indonesia

Jakarta, 21 Maret 2013.

                                                                                                                                 Orang Tua Murid

                                                                                                                              Saleh Darwin    

